P

LEMBAR VERIFIKASI RENJA 2023

SISTEMATIKA :
BABI PENDAHULUAN
BABII HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

BABIII TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

BABV PENUTUP

BABI PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja
Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat
Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan
dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja
K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2,

Landasan Hukumu

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang- SOTK, kewenangan.
Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah.

1.3.

Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.4.

Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BABII HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

2.1

LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel T-C.29)

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31)

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
(Tabel T-C.32)
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4 |BABII TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

5

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

‘.

3.3 Program dan Kegiatan (Tabel T-C.33) L

5 |BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH :

Bab ini mengemukakan rencana kerja program kegiatan dan v
subkegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang
disajikan dalam table matrik
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Berisikan uraian penutup

7 | KESESUAIAN DENGAN RKPD 2023

Memuat kesesuaian pagu anggaran, indikator kinerja, target
program, kegiatan dan subkegiatan Renja dengan RKPD 2023
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KATA PENGANTAR

Puiji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan
rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. Rencana Kerja ini memuat
evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2018-2023 Capaian Renstra, analisis capaian
kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan
sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempumna, oleh karenanya kami
mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik berupa saran
maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan
selanjutnya.

Harapan kami Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Purwakarta tahun 2023 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta,

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Hj. NUR AISAH JAMIL, S.Ag., M.Pd
NIP. 19740525 200801 2 002
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Purwakarta Tahun 2023 merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dalam
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri. Dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsinya, Badan kesatuan Bangsa dan Politik memerlukan perencanaan yang
strategis. Perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana strategis Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik tahun 2019-2023 yang berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab. Purwakarta Tahun 2019-2023

Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah

mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1 Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program
kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) tahun2023.

2. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui
sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana

Kinerja Tahunan.
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1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Purwakarta adalah :

1

UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan
bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886 );

Undang — undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 )

Undang — undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;

Undang — undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah,;
Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang — undang
Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang —
undangan ;

Undang — Undang Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;

Undang — Undang Nomor : 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (
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10.

11.

13.

14.

16.

17.

18.

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Pemerintah Daerah kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4734 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pengelolaan
Keuangan Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional tahun 2015 — 2019 ;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019, tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; ;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 tahun 2018, tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta
tahun 2018-2023.

Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor ........ 2021 Tentang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021
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1.3 Maksud dan Tujuan.
1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten
Purwakarta Tahun 2023 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsitensi
dan keterpaduaan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
maupun pengawasan program/kegiatan dalam rangka menacapai sasaran

strategis.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023
adalah sebagai acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
mengoprasionalkan rencana kerja (RENJA) Pembangunan Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2023 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dalam rangka
mencapai visi dan misi pemerintah Daerah, serta memudahkan melaksanakan

kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan

1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) .

e Bab. | Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2.Landasan Hukum
1.3.Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

e Bab. Il Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
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3.2.

2.3.1Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerabh.
2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .
Bab. lll Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
3.3.Program dan Kegiatan
e Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

e Bab V Penutup
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BAB. Il

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Kinerja

Renstra PD.

Realisasi kinerja tercapai 100% hampir pada semua kegiatan
pada tahun 2022, baik itu kegiatan teknis maupun kegiatan rutin.
Kegiatan - kegiatan yang tercapai adalah sbb:

1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan
lingkungan.

2. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di
daerah.

3. Pembinaan Kerukunan Umat beragama,

4. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur
budaya bangsa.

Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.
Pembinaan forum pembauran kebangsaan.

Penyuluhan kepada masyarakat.

Penyusunan administrasi bantuan parpol

© © N o O

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

11. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional

12. Penyediaan jasa administrasi keuangan
13. Penyediaan jasa kebersihan Badan

14. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
Badan

15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

17. Pelayanan Administrasi PerBadanan

18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Badan

19. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

20. Pemeliharaan rutin/bekala perlengkapan gedung Badan

21. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Badan
Terdapat beberapa kegiatan yang belum memenuhi target capaian
kinerja dikarenakan adanya keterbatasan dalam penganggaran serta
pemenuhan target-target prioritas guna mendukug pemenuhan target

sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

6|Page



Secara rinci evaluasi realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel

dibawah ini:
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Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan

Tahun Anggaran 2022

No

Program

Kegiatan

Pagu
(Rp)

Realisasi
(Rp)

(%)

Fisik
(%)

2

3

4

5

Program
Pelayanan
Administrasi
PerBadanan

8|Page

Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

4.991.400

4.980.700

99%

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Reaslisasi Kinerja
SKPD

5.008.800

5.001.700

99%

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

1.734.936.070

1.360.137.433

78%

Koordinasi dan
Penyusunan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

5.007.600

4.985.250

99%

Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

5.007.600

4.989.150

99%

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Badan

20.000.050

19.979.050

99%

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Badan

60.259.400

60.259.400

100%

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

19.996.700

19.510.000

97%

Penyediaan Bahan
Logistik Badan

71.902.746

71.437.687

99%

Penyediaan Bahan
Cetakan dan
Penggandaan

60.000.000

44.456.600

74%

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

10.100.000

7.850.000

77%

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

50.174.000

49.584.757

98%

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

10.000.000

8.080.000

80%

Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik

65.498.565

37.297.281

56%

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Badan

558.600.000

391.806.870

70%

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional

25.900.000

10.262.631

39%




Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Badan dan 32.498.565 32.000.000 99%
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana i
Pendukung Gedung
Badan
_ Pagu Realisasi Fisik
No Program Kegiatan (%)
(Rp) (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7
4. | Program Jambore Wawasan
Penguatan Kebangsaan 14.498.650
|deologi
Eancl?sna dan  penguatan Karakter
araxter Kebangsaan 14.420.650
Kebangsaan
Revolusi Mental
14.420.650
Sarasehan Wawasan
Kebangsaan 12.970.650 97.377.540 71%
Sawala Wawasan
Kebangsaan 14.817.550
Pendidikan Bela
Negara 14.420.650
Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK) 50.000.000
Koordinasi 0
Program Pengamanan Hari Raya 5 550.250 48%
Pembinaan dan | |4, Fitri. Natal dan 11.530.250 R
Pengembangan Tahun Baru
5. Eﬁﬁgﬁ?gosial Forum Kerukunan Umat
dan Budaya Beragama (FKUB) 50.000.000 - ;
Tim Pencegahan Dan
Pemberantasan
Penyalahgunaan dan 17.312.200
Peredaran Gelap
Narkoba (TP4GN)
Monev Belanja Bantuan 81%
Hibah dan Sosial 15.583.900 175.750.000
Satgas Toleransi 95.000.000
Tim Pengawasan Aliran
Kepercayaan 87.600.000
Masyarakat
Program Koordinasi Aparat
Peningkatan Intelenjen (APINTEL)
Eew_asp?gaan Kabupaten Purwakarta
asional dan
6. peningkatan 192.480.400 193.250.400 | 7794

Kualitas dan
Penanganan
Konflik Sosial
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Koordinasi

Pengawasan Orang 58.068.550
Asing
Kegiatan Satuan Tim
Terpadu Penanganan
Konflik Sosial 96.270.750
188.629.250 86%
Kegiatan Tim
Penwaspadaan Dini 112.246.000
Daerah
Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah 444.735.500
Forum Kewaspadaan 448.308.250 90%
Dini Masyarakat 50.000.000
(FKDM)
_ Pagu Realisasi Fisik
No Program Kegiatan (%)
(Rp) (R (%)
p)
1 2 3 4 5 6 7
7. |Program
Peningkatan
Peran Partai
Politik dan
cembaga  Ipendidikan Politik Bagi
Melalui Masyarakat di Tingkat 14.752.150
Pendidikan Kabupaten Purwakarta
Politik dan
Pengembangan
Etika Serta
Budaya Politik
Bimbingan Teknis Partai 15.049.450
Politik
14.752.150 1.795.091.991 98%
Pendidikan Politik Bagi
Pemilih Pemula
Peningkatan Pemahaman 13.852.150
Bagi Pengurus Parpol
yang Menerima Bantuan
500.000.000

Hibah uang Kepada
Pemerintah Pusat

Hibah Bantuan Keuangan
Kepada Partai Poltik

1.264.987.691

Tim Pemantauan
Perkembangan Politik
Daerah

19.803.250
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Program
Pemberdaya
an dan
Pengawasan
Organisasi
Kemasyaraka
tan

Rakoor Ormas/LSM
Kabupaten
Purwakarta

15.009.300

5.550.250

48%

Tim Terpadu
Pemberdayaan dan
Pengawasan
Ormas/LSM

170.079.500
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Tabel 2.2
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA 2022

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Target Renstra Perangkat
i Kegiatan Tahun 2022 9 Daerah s/d Tahun Yang
Klnerja _ Tgrget _ Program Berjalan
Perangkat Daerah/bidang . Capaian Kinerja Hasil d{;\n
Kode urusan/ Ikeai Indikator Program (| Program dan Kegiatan . Tingkat
program /kegiatan ) - . i Realisasi )
Tahun Keluaran Target Renja | Realisasi Renja Renja . Capaian
2018- Kegiatan s/d Perangkat Perangkat Tingkat Perangkat Capaian Realisasi
2023) tahun 2022 Daerah Daerah Tahun | Realisasi Daerah PKrogram dE/"S Target
Tahun 2022 2022 egiatan s Renstra (
Tahun Berjalan %)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 UNSUR
PEMERINTAHAN
UMUM
01 KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
01/ 01 PROGRA PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
0101 2 p1 Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
01 01 2 01 01 Penyusunan Jumlah Kebutuhan
Perubahan Dokumen Dokumen Yang disusun |, 0, 99,79% 100% 99,79% 99,79% 100% 99,79% 100%
Perencanaan
Perangkat Daerah
01|01 2 01 06 Koordinasi dan Jumlah Kebutuhan
Penyusunan Laporan Dokumen Yang
Capaian Kinerja dan disusun 100% 99,86% 100% 99,86% 99,86% 100% 99,86% 100%
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
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01101 02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
01} 01 02| 01 Penyediaan Gaji dan i%ﬂ?sldiaan Gaii
Tunjangan ASN . ! 100% 92,24% 100% 92,24% 92,24% 100% 92,24% 100%
dan Tunjangan
Bagi ASN
01{01 02 | 05 Koordinasi dan Jumlah Kebutuhan
P Dokumen Yang
enyusunan Lgporan disusun 100% 99,55% 100% 99,55% 99,55% 100% 99,55% 100%
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
o101 03 Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
01101 03105 Rekonsiliasi dan il;r:lagisl?gmmen
Penyusunan Laporan 9 100% 99,63% 100% 99,63% 99,63% 100% 99,63% 100%
Barang Milik Daerah
01} 01 06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
0101 06| 01 Penyediaan Komponen Jumiah
Instalasi Listrik/ Pemenuhan
Kebutuhan 100% 99,90% 100% 99,90% 99,90% 100% 99,90% 100%
Penerangan Bangunan
Badan Perlengkapan
Gedung Badan
01|01 06 | 02 . Jumlah Ketersediaan
Penyediaan Peralatan dan Perlenakapan
dan Perlengkapan Badan gkap 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Badan Gedung Badan
yang dibutuhkan
01|01 06 | 03 . Jumlah Ketersediaan
Penyediaan Peralatan Peral d
Rumah Tangga erajatan dan
Perlengkapan alat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
rumah tangga yang
dibutuhkan
01{01 06 | 04 Penvediaan Bahan Jumlah Ketersediaan
Lo i)étik Badan Alat Tulis Badan dan
9 ketersediaan makanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

dan minuman yang
dibutuhkan
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01|01 06 | 05 . Jumlah ketersediaan
Penyediaan Barang Barang cetakan dan
Cetakan dan pengg?’;m daan yang 100% 99,77% 100% 99,77% 99,77% 100% 99,77% 100%
Penggandaan dibutuhkan
01 06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Jumlah
01 Tamu ketersediaan
kebutuhan fasilitasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kunjungan tamu
yang dibutuhkan
01| 01 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah penyediaan
gﬂ‘;{g'”as' dan Konsultasi L%%ﬂé?ﬁ;;?%itn 100% 99,95% 100% 99,95% 99,95% 100% 99,95% 100%
konsultasi SKPD
01|01 08 Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
01| 01 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Jumlah
Menyurat 'S‘S:Z;Srﬁgf;u”rﬁsa 100% 95,20% 100% 95,20% 95,20% 100% 95,20% 100%
yang dibutuhkan
01| 01 08 | 02 | Penyediaan Jasa Jumlah Keterlfediaan
ikasi Jasa Komunikasi,
Komunikasi Sumber Daya : 100% 84,19% 100% 84,19% 84,19% 100% 84,19% 100%
Air dan Listrik Sumberdaya air dan
listrik
01 01 08 | 04 Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan
Pelayanan Umum Badan Jasa Tahun yang 100% 91,93% 100% 91,93% 91,93% 100% 91,93% 100%
dibutuhkan
01| 01 09 Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
01 01 09 | 02 Penyediaan Jasa Jumlah Jasa
Pemeliharaan, Biaya Service yang
Pemeliharaan, Pajak dan dibutuhkan 100% 97,73% 100% 97,73% 97,73% 100% 97,73% 100%
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional
01| 01 09 | 09 | pemeliharaan/Rehabilitasi [Jumlah
S;g;ggaiafggnﬁ“ geeg‘uel'q'gaé Zggn Jang 100% 99,88% 100% 99,88% 99,88% 100% 99,88% 100%
dibutuhkan
01| 01 09 | 11 | pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pendukung Gedung Badan | Pendukung Gedung 0
hali o L. Badan yang diperlukan
L5 | A U




01

02

PROGRAM
PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA
DAN KARAKTER
KEBANGSAAN

01

02

01

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

01

02

01

03

Pelaksanaan Kebijakan
dibidang ideologi wawasan
kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan

Jumlah Kegiatan
Pengembangan
Wawasan kebangsaan
dan pembauran bangsa
bagi LSM, ORMAS,
Guru dan Pelajar

100%

94,35%

100%

94,35%

94,35%

100%

94,35%

100%

01

05

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL,
DAN BUDAYA

01

05

01

Pelaksanaan kebijakan
dibidang ideologi
ketahanan Ekonomi, Sosial
dan fasilitasi pencegahan
penyalagunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat
kepercayaan daerah

01

05

01

03

Pelaksanaan Kebijakan
dibidang ketahanan
ekonomi, sosialm
budaya dan fasilitasi
pencegahan
penyalagunaan
narkotika, fasilitasi
kerukunan umat

Jumlah Kegiatan
Koordinasi dibidang
ketahanan

100%

99,99%

100%

99,99%

99,99%

100%

99,99%

100%
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beragama dan
penghayat kepercyaan
didaerah

01 05| 2 01 Pelaksanaan kebijakan
dibidang ideologi
ketahanan Ekonomi, Sosial
dan fasilitasi pencegahan
penyalagunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat
kepercayaan daerah

01| 05 2 01| 04 pelaksanaan Koordinasi Jumlah Kegiatan
dibidang ketahahan Pengetahuan wawasan
ekonomi, sosial, budaya kebangsaan dan
dan fasilitasi pencegahan engamanan hari-hari
penyalagunagn narﬂotika, tpertgntu 100% 82.65% 100% 82,65% 82,65% 100% 82,65% 100%

fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat
kepercyaan didaerah

01| 05 2 01 Pelaksanaan
monitoring, Evaluasi
dibidang ideologi
ketahanan Ekonomi,
Sosial dan fasilitasi
pencegahan
penyalagunaan
narkotika, fasilitasi
kerukunan umat
beragama dan
penghayat
kepercayaan daerah

01| 05 2 01| 04 Pelaksanaan Monitoring’ Jumlah Kegiatan

Evaluasi dan Pelaporan Keamanan Daerah

dibidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya
dan fasilitasi pencegahan 100% 91,31% 100% 91,31% 91,31% 100% 91,31% 100%
penyalagunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat
beragama dan pengahayat
kepercayaan didaerah
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01| 01 06

PROGRAM PENINGKATAN

KEWASPADAAN
NASIONAL DAN

PENINGKATAN KUALITAS

DAN FASILITASI

PENANGANAN KONFLIK

SOSIAL

01| 06 2

01

Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan
Daerah

01| 06 2

01

06

Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan
Daerah

Jumlah Pengamanan
Daerah Kabupaten
Purwakarta

100%

97,60%

100%

97,60%

97,60%

100%

97,60%

100%

01| 06 2

01

06

Forum Kewaspadaan
Dini Masyarakat
(FKDM)

Jumlah Pengamanan
Daerah Kabupaten
Purwakarta

100%

97,60%

100%

97,60%

97,60%

100%

97,60%

100%

01| 06 2

01

Pelaksanaan
Koordinasi dibidang
kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen,
pemantauan orang
asing, tenaga kerja
asing, kewaspadaan
perbatasan antar
negara, fasilitasi
kelembagaan bidang
kewaspadaan, dan
penanganan konflik

01| 06 2

01

04

Koordinasi Aparat
Intelenjen (APINTEL)
Kabupaten Purwakarta

Jumlah Pengamanan
Daerah Kabupaten
Purwakarta

100%

87,44%

100%

87,44%

87,44%

100%

87,44%

100%

01| 06 2

01

04

Koordinasi
Pengawasan Orang
Asing

Jumlah Pengamanan
Daerah Kabupaten
Purwakarta

100%

87,44%

100%

87,44%

87,44%

100%

87,44%

100%

01| 06 2

01

Pelaksanaan
Koordinasi dibidang
kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen,
pemantauan orang
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asing, tenaga kerja
asing, kewaspadaan
perbatasan antar
negara, fasilitasi
kelembagaan bidang
kewaspadaan, dan
penanganan konflik

01| 06

01

05

Kegiatan Satuan Tim
Terpadu Penanganan
Konflik Sosial

Jumlah Pengamanan
Daerah Kabupaten
Purwakarta

100%

91,60

100%

91,60

91,60

100%

91,60

100%

01| 06

01

05

Kegiatan Tim
Penwaspadaan Dini
Daerah

Jumlah Pengamanan
Daerah Kabupaten
Purwakarta

100%

91,60%

100%

91,60%

91,60%

100%

91,60%

100%

01| 03

PROGRAM
PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK

01| 03

01

Pelaksanaan Kebijakan
dibidang pendidikan
politik, etika budaya
politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi
kelembagaan
pemerintahan perwakilan
dan partai politik,
pemilihan
umum/pemilihan umum
kepala daerah, serta
pemantauan situasi
politik didaerah

01| 03

01

03

Pendidikan Politik Bagi
Masyarakat di Tingkat
Kabupaten Purwakarta

Jumlah Kegiatan Politik

yang aman dan
Kondusif

100%

99,86%

100%

99,86%

99,86%

100%

99,86%

100%

01| 03

01

03

Bimbingan Teknis Partai
Politik

Jumlah Kegiatan Politik

yang aman/Kondusif

100%

99,86%

100%

99,86%

99,86%

100%

99,86%

100%
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01

03

01

03

Pendidikan Politik Bagi
Pemilih Pemula

Jumlah Kegiatan Politik
iyang aman dan Kondusif

100%

99,86%

100%

99,86%

99,86%

100%

99,86%

100%

01

03

01

03

Peningkatan Pemahaman
Bagi Pengurus Parpol yang
Menerima Bantuan

Jumlah Kegiatan Politik
lyang aman dan Kondusif

100%

99,86%

100%

99,86%

99,86%

100%

99,86%

100%

01

03

01

03

Hibah uang Kepada
Pemerintah Pusat

Jumlah Kegiatan Politik
lyang aman dan Kondusif

100%

99,86%

100%

99,86%

99,86%

100%

99,86%

100%

01

03

01

03

Hibah Bantuan Keuangan
Kepada Partai Poltik

Jumlah Kegiatan Politik
iyang aman dan Kondusif

100%

99,86%

100%

99,86%

99,86%

100%

99,86%

100%

01

03

01

Pelaksanaan Kebijakan
dibidang pendidikan
politik, etika budaya
politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi
kelembagaan
pemerintahan perwakilan
dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan
umum kepala daerah, serta
pemantauan situasi politik
didaerah

01

03

01

05

Tim Pemantauan
Perkembangan Politik
Daerah

Jumlah Kegiatan
Politik yang aman dan
Kondusif

100%

62,88%

100%

62,88%

62,88%

100%

62,88%

100%

01

04

PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

01

04

01

Perumusan Kebijakan
teknis dan pemantapan
pelaksanaan bidang
pemberdayaan dan
pengawasan organisasi

masyarakat

19|Pag




ormas/Ism

011 04 01103 Jumlah Kegiatan dan
Rakoor Ormas/LSM pengawasan serta
Kabupaten terjalinya koordinasi 100% 99,62% 100% 99,62% 99,62% 100% 99,62% 100%
Purwakarta antar lembaga dan
ormas/Ism
01 04 0103 ) Jumlah Kegiatan dan
Tim Terpadu
Pemberdayaan dan pengawasan serta
terja“nya koordinasi 100% 99,62% 100% 99,62% 99,62% 100% 99,62% 100%
Pengawasan
antar lembaga dan
Ormas/LSM
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
tahun 2016 Pasal 3 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purwakarta maka diterbitkan Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur penunjang otonomi
daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. Dimana susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

a. Kepala Badan

b. Kasubbag Tata Usaha

c. Seksi ldeologi Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi
Sosial, Budaya, Agama

d. Seksi Politik dalam Negri dan Organisasi Kemasyarakatan

e. Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing jabatan
adalah:

(1 Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan
bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidanghubungan antar lembaga
dan bidang kesatuan bangsa;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga
dan bidang kesatuan bangsa;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan
antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;

d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
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dengan tugas dan fungsinya.

merumuskan perencanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik;

. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi

pelaksanaan tugas dalam lingkup Badan;

mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan
berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat
berjalan lancar;

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan kepada
setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan,

informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal,

. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja

bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang

berlaku;

. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan

pengembangan pengelolaan administrasi umum,
ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan,

perlengkapan dan peralatan;

. merumuskan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga

yang meliputi kelembagaan partai polittk dan hubungan

organisasi kemasyarakatan,;

. merumuskan kebijakan dibidang kesatuan bangsa yang

meliputi pembauran dan wawasan kebangsaan,;

. mengoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan

teknis operasional untuk pelaksanaan kewenangan Daerah
di bidang Kesatuan bangsa dan politik;

melaksanakan pelayanan penunjang
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan

bangsa dan politik;
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S.

melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional
bidang kesatuan bangsa dan politik;

menerima dan menindak lanjuti informasi serta data dalam
lingkup Badan Kesatuan bangsa dan politik ;
menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan
kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan
lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan
bidang kesatuan bangsa dan politik;

menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam
lingkungan Badan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Tata Usaha

(3)

Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Penyusunan Program dan

Pelaporan Serta Memberikan Pelayanan Administrasi Umum,

Kepegawaian, Hukum, Keuangan Dalam Lingkungan Badan.

v P

°© o0

™

I~

.
3

Pengelola Program dan Laporan
Bendahara

Pengelola Keuangan

Analisis Program Keuangan dan Pelaporan
Pengelola Kepegawaian

Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan
Pengadministrasi Persuratan

Pranata Kearsipan

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Pengadministrasi Umum

Administrasi Sarana dan Prasarana

Pengelola Gaji

Seksi Ideologi Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya, Agama

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela

Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bineka
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(4)

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

a.
b.

o

A

Pengadministrasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Analisis Wawasan Kebangsaan

Pengelola Wawasan Kebangsaan

Pengadministrasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Analisis Perlindungan Sumber Daya

Pengelola Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Seksi Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya

Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah,

Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

e T P

o

Analisis Politik Dalam Negeri
Pengelola Monitoring dan Evaluasi
Pengadministrasi Umum

Analisis Organisasi Kemasyarakatan

Pengelola Organisasi Kemasyarakatan

Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama

Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga

Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan

Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah

° T o®

o

Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Pengelola Data Intelijen

Pengadministrasi Umum

Pengelola Penanganan Konflik

Penyuruh Penanganan Konflik

Indikator kinerja pelayanan berdasar pada tugas pokok dan

fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah tertuang

dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun 2018-2023. Capaian kinerja pelayanan dapat dilihat

dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Purwakarta

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas
& Fungsi PD

Target
SPM

Target
IKK

Target Indikator
Lainnya

Target Renstra PD tahun ke

Realiasasi Capaian Tahun ke

Proyeksi

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

Catatan
Analisis

Terpenuhinya Dukungan
Manajemen PerBadanan

Tingkat pemenuhan
dukungan manajemen
perBadanan

100

100

100

100

100

73%

86%

100%

100%

Meningkatnya Kesadaran
Politik dan Kebangsaan
Masyarakat

Tingkat Pemenuhan
Dukungan Pendidikan
Politik Masyarakat

100

100

100

100

100

16%

92%

80%

90%

Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Pengembangan
Wawasan Kebangsaan

100

100

100

100

100

66%

93%

80%

90%

Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Kewaspadaan Dini
Daerah

100

100

100

100

100

90%

0%

80%

90%
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2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam meyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik menghadapi beberapa isu-isu penting
sebagai berikut:

1) Tingkat pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
masih rendah, sebagai akibat dari adanya keterbatasan
jumlah Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.

2) Kurangnya tenaga profesional yang paham dalam bidang
tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan politik.

3) Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
sehingga menimbulkan :

1. Menurunya rasa nasionalisme, patriotisme, dan cinta
tanah air.

2. Menyebarnyaideologi / faham yang bertentangan
dengan ideologi Pancasila

Meningkatnya radikalisme

Intoleransi antar agama

Sparatisme dan Terorisme

Konflik SARA

Tergerusnya karakter / jatidiri bangsa dan kearifan lokal

© N o g &

Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan
nilai-nilai budaya Indonesia
9. Pengaruh negatif globalisasi dan kecanggihan
teknologi telekomunikasi / keterbukaan mengakses
informasi yang tidak di imbangi kemampuan
menangkal atau meng-conter informasi negatif tsb.
4) Belum optimalnya sinergisitas dan koordinasi antara
Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

5) 5.Tingginya kuantitas keberadaaan kelompok masyarakat
dalam berserikat dan berkumpul yang diwadahi melalui

organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang belum dapat
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diimbangi dengan kualitas keberdayaan Ormas yang baik,
sehingga memunculkan kondisi/aktivitas Ormas yang kurang
produktiffcenderung melanggar peraturan perundang-
undangan.

6) Penguatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan
(Ormas) sebagai mitra dan media komunikasi sosial dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang politik dan
pemerintahan umum.

7)  Berkembangnya gangguan penyakit masyarakat khususnya
penyalahgunaan narkotika dikarenakan belum optimalnya
penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya

pemberantasan dan pencegahanpenyalahgunaan narkotika.

Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan implementasi dibidang politik
bagi kader anggota Partai Politik dan masyarakat, pemilih pemula,
perempuan dan kaum marjinal

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berikut review terhadap rancangan awal RKPD Badan kesatuan Bangsa
dan Politik:
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Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO CATATAN
INDIKATOR TARGET PAGU INDIKATOR | TARGET PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI KINERJA CAPAIAN INDIKATIE PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI KINERJA CAPAIAN KEBUTUHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ggEGTEAN BANGSA DAN 11.293.432.231 11.293.432.231
PROGRAM PENGUATAN PROGRAM PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA DAN 762.038.700 | IDEOLOGI PANCASILA DAN 762.038.700
KARAKTER KEBANGSAAN KARAKTER KEBANGSAAN
gz;upr)r:rjs::t;(pe;r:]akan Teknis Perumusan Kebijakan Teknis dan

. . . pemantapan pelaksanaan Bidang
Ezlnagjg?:zr;nB:g;r;?«geoIog| Purwakarta 762.038.700 ideologi Pancasila dan Karakter Purwakarta 762.038.700
Kebangsaan Kebangsaan

terpenuhinya
. . terpenuhinya peningkatan dan
E%Zﬁsigiﬁ?o%]:ﬁgfﬁ peningkatan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pengembangan
Kebar?gsaan gBeIa Negara pengembangan Ideologi Wawasan Kebangsaan, wawasan
Karakter Kebangsaan, Purwakarta | vawasan d k5 762.038.700 Belag\l egara, Kgrakter Bang_sai( Purwakarta kebangsaan dan d k5 762.038.700
Pembauran Kebangsaan kebangsaan dan okumen Pembauran Ke angsaan, Bineka pembaruan_ okumen
Bineka Tungaal Ika dan ' pembaruan bangsa Tunggal Ika dan Sejarah bangsa bagi
Setarah Keggn sann bagi LMS, ORMAS, Kebangsaan LMS, ORMAS,
! 9 Guru dan Pelajar Guru dan
Pelajar

oS issialioh PROGRAM PENINGKATAN
DAN LEMBAGA PERAN PARTAI POLITIK DAN
PENDIDIKAN MELALUI Purwakarta 1.664.987.601 | ~EMBAGA PENDIDIKAN Purwakarta 1.664.987.691
PENDIDIKAN POLITIK DAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK
PENGEMBANGAN ETIKA DAN PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK SERTA BUDAYA POLITIK
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Perumusan Kebijakan Teknis
Dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan

Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Palitik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan

Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

EZF;&IESSL{aEa;%a;'mmhan Purwakarta 5.202.176.300 geTgrg't??saner‘l’.vﬁk”an dan Purwakarta 5.202.176.300
) b artai Politik, Pemilihan
CmuniPemiinan U Kepal
Umum Kepala Daerah, serta Dagr_ah, serta Pemantauan Situasi
Pemantauan Situasi Politik Politik
Pelaksanaan Kebijakan Teknis
Di Bidang Pendidikan Paolitik, Pelaksanaan Kebijakan Teknis Di
Etika Budaya Politik, Tersedianva Bidang Pendidikan Politik, Etika Tersedianya
Peningkatan Demokrasi, dianya Budaya Politik, Peningkatan pendidikan
SO pendidikan politik : L o . 5.102.176.600
Fasilitasi Kelembagaan bagi masyarakat 4 Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan politik bagi 4
Pemerintahan, Perwakilan dan Purwakarta emilih pemula ' dokumen 5.102.176.600 | Pemerintahan, Perwakilan dan Purwakarta | masyarakat, dokumen
Partai Politik, Pemilihan Eimbin P b N Partai Politik, Pemilihan pemilih pemula,
Umum/Pemilihan Umum gan atg|_ Umum/Pemilihan Umum Kepala bimbingan bagi
Kepala Daerah, Serta pengurus partai Daerah, Serta Pemantauan Situasi pengurus partai
Pemantauan Situasi Politik di Politik di Daerah
Daerah
Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi
Bidang Pendidikan Politik, dan Pelaporan di Bidang
Etika Budaya Politik, Pendidikan Politik, Etika Budaya
Peningkatan Demokrasi, Tercapainya PoIiFi_k, P_eningkatan Demokrasi, Terc_a}painya_ _
Fasilite}si Kelembagaan_ Purwakarta | stabilitas politik yang 2 99.999.700 FaS|I|ta}S| Kelembagaan_ Purwakarta stabilitas politik 2 99.999.700
Pemerintahan, Perwakilan dan aman dan kondusif dokumen Pemerintahan, Perwakilan dan yang aman dan dokumen
Partai Politik, Pemilihan Partai Politik, Pemilihan kondusif
Umum/Pemilihan Umum Umum/Pemilihan Umum Kepala
Kepala Daerah, Serta Daerah, Serta Pemantauan Situasi
Pemantauan Situasi Politik di Politik di Daerah
Daerah
Izglagglé\yAYAAN DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
PENGAWASAN Purwakarta 109.537.900 | DAN PENGAWASAN Purwakarta 199.537.900
ORGANISASI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KEMASYARAKATAN
Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Bidang Purwakarta 199.537.900 Pemantapan Pelaksanaan Bidang Purwakarta 199.537.900
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Pelaksanaan Kebijakan
dibidang Pendaftaran Ormas,

Pemberdayaan dan

Pelaksanaan Kebijakan dibidang

Pemberdayaan
dan

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat

intoleransi serta
pemberantasan
narkoba

Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat

mengeliminasi
intoleransi serta
pemberantasan
narkoba

Pemberdayaan Ormas, F;n;fﬁvr‘:azan serta 2 Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan ggggi‘é"f;?nnn a 2
Evaluasi dan Mediasi Purwakarta jatinnya Laporan 199.537.900 | Ormas, Evaluasi dan Mediasi Purwakarta tenainny Laporan 199.537.900
koordinasi antara koordinasi
Sengketa Ormas, Pengawasan lembaga dan Sengketa Ormas, Pengawasan antara lembaga
S;rgre;shdan Ormas Asing di ORMAS/LSM Ormas dan Ormas Asing di Daerah dan
ORMAS/LSM
PROGRAM PEMBINAAN 394.590.700 | PROGRAM PEMBINAAN DAN 394.590.700
DAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN KETAHANAN
KETAHANAN EKONOMI, Purwakarta EKONOMI, SOSIAL, DAN Purwakarta
SOSIAL, DAN BUDAYA BUDAYA
Perumusan Kebijakan Teknis - .
Dan Pemantapan 394.590.700 | Perumusan Kebijakan Tekm; Dan 394.590.700
Pelaksanaan Bidan Purwakarta Pemantapan Pelaksanaan Bidang Purwakarta
9 Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial
Budaya

Dan Budaya
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Persentase Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Persentase
Sosial, Budaya dan Fasilitasi pengetahuan Ketahanan Ekonomi, Sosial, pengetahuan
Pencegahan Penyalagunaan wawasan 3 Budaya dan Fasilitasi Pencegahan wawasan 3
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Purwakarta kebangsaan dan dokumen 95.298.500 Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Purwakarta kebangsaan dan | dokumen 95.298.500
Umat Beragama dan pengamanan hari- Kerukunan Umat Beragama dan pengamanan
Penghayat Kepercayaan di hari tertentu Penghayat Kepercayaan di Daerah hari-hari tertentu
Daerah
Pelaksanaan Koordinasi, Kualitas Kgr?“taaviasan
Evaluasi dan Pelaporan di pengawasan Pelaksanaan Koordinasi, Evaluasi Eantguan hiba
Bidang Ketahanan Ekonomi, bantuan hiba, dan Pelaporan di Bidang Ketahanan embinaan ’
Sosial, Budaya dan Fasilitasi pembinaan 3 Ekonomi, Sosial, Budaya dan fnas arakat 3
Pencegahan Penyalagunaan Purwakarta | masyarakat dalam 22.302.400 | Fasilitasi Pencegahan Purwakarta Y 22.302.400

: e S dokumen ’ I dalam dokumen
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan mengeliminasi Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi menaeliminasi
Umat Beragama dan intoleransi serta Kerukunan Umat Beragama dan intolgransi serta
Penghayat Kepercayaan di pemberantasan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Daerah narkoba pemberantasan

narkoba
Pelaksanaan Monitoring Kualitas Egr?g?viasan
) . pengawasan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi )
Evaluasi dan Pelaporan di ] A bantuan hiba,
: . bantuan hiba, dan Pelaporan di Bidang Ketahanan .

Bidang Ketahanan Ekonomi, bi K i Sosial d d pembinaan
Sosial, Budaya dan Fasilitasi pembinaan 3 Ekonomi, Sosial, Budaya dan masyarakat 3
Pence’ ahan Penvalagunaan Purwakarta | masyarakat dalam dokumen 276.998.400 | Fasilitasi Pencegahan Purwakarta dalam dokumen

g yalag mengeliminasi Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 276.998.400
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PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENINGKATAN

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN

Purwakarta 1.126.297.700 | PENINGKATAN KUALITAS DAN Purwakarta 1.126.297.700
e Kot AS! FASILITASI PENANGANAN
SOSIAL KONFLIK SOSIAL
sz;ulTe T;ka:alszg;]]akan Teknis Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Zgr;’:ﬁ?]gpd?n };e;wnzf]pz;crigin Purwakarta 1.126.297.700 Kewaspadaan Nasional dan Purwakarta 1.126.297.700
Konflik Sosial 9 Penanganan Konflik Sosial
. Kualitas
L Kualitas
P_elaksanaan Koordlna5|_d_| penyelenggaraan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang penye_lenggaraa
Bidang Kewaspadaan Dini, : - ; n kegiatan
: o kegiatan dalam Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Kerjasama Intelijen, . Intelien. P o Asi dalam upaya
Pemantauan Orang Asing upaya menjaga ntelijen, e_mant_auan rang Asing, menjaga
Tenaga Keria Asing dan ’ komunikasi, 4 Tenaga Kerja Asing dan Lembaga komunikasi 4
9 )2 g Purwakarta | keamanan, 99.511.000 | Asing, Kewaspadaan Perbatasan Purwakarta ' 99.511.000
Lembaga Asing, Kewaspadaan K b dokumen ilitasi keamanan, dokumen
Perbatasan Antar Negara, etertl_ an Antar Negara, F.as' ltas| ketertiban
oo N pemerintahan dan Kelembagaan Bidang :
Fasilitasi Kelembagaan Bidang k d pemerintahan
Kewaspadaan, serta masyarakat Kewaspadaan, serta Penanganan dan masyarakat
Penanganan K’onflik di Daerah Kabupaten Konflik di Daerah Kabupaten
Purwakarta Purwakarta
Pelaksanaan Monitoring, - . kualitas tim
Evaluasi dan Pelaporan di kualitas tim dPeIaksanaan Mo_nltprlng, Evaluasi kewaspadaan
; S - an Pelaporan di Bidang o
Bidang Kewaspadaan Dini, kewaspadaan dini d - : dini dan
Kerjasama Intelijen, dan pencegahan, 2 Kevxll_gspa aan Dini, Kerjasama pencegahan, 2
Pemantauan Orang Asing, purwakarta | penanganan Laporan 530.997.200 Intelijen, Pe_mant_auan Orang Asing, Purwakarta | penanganan Laporan 530.997.200
) . Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Tenaga Kerja Asing dan terhadap ganguan . terhadap
- Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Lembaga Asing, Kewaspadaan keamanan dalam R ganguan
- Antar Negara, Fasilitasi
Perbatasan Antar Negara, negeri Kelembaaaan Bidan keamanan
Fasilitasi Kelembagaan Bidang 9 9 dalam negeri
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Kewaspadaan, serta Kewaspadaan, serta Penanganan
Penanganan Konflik di Daerah Konflik di Daerah
Kualitas
Kualitas Penyelenggaraa
Pelaksanaan Forum Ezgiigggg?rggpum 2 Dokumen Pelaksanaan Forum Koordinasi E(I)Drﬁlsksanaan 2 Dokumen
Koordinasi Pimpinan Daerah Purwakarta Koordinasi Pimpinan 495.789.500 Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Purwakarta Koordinasi 495.789.500
Kabupaten/Kota S
Daerah Pimpinan
Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Purwakarta 3.608.790.931 | URUSAN PEMERINTAHAN Purwakarta 3.608.790.931
DAERAH DAERAH
Perencanaan dan Evaluasi Purwakarta 19.907.900 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Purwakarta 19.907.900
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Tersedianya
Tersedianya kualitas kualitas
Penyusuna Dokumen
kebutuhan dokumen | 1 Penyusuna Dokumen Perencanaan kebutuhan 1
gzreelg(t:]anaan Perangkat Purwakarta restra dan renja dokumen 9.963.900 Perangkat Daerah Purwakarta dokumen restra dokumen 9.963.900
yang diperlukan dan renja yang
diperlukan
kualitas
S kualitas kebutuhan kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan dok | dinasi d dokumen
Laporan Capaian Kinerja dan oxumen laporan 4 Koordinasi an Pen_yus_unan laporan akhir 1
Ikhtisar Realisasi Kineria Purwakarta | akhir kinerja instansi Laporan 9.894.000 | Laporan Capaian Kinerja dan Purwakarta kineria instansi Laporan 9.894.000
J pemerintah (LAKIP) P Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD a P
SKPD ana dibutuhkan pemerintah
yang (LAKIP) yang
dibutuhkan
Administrasi Keuangan Purwakarta 1.774.030.370 | Administrasi Keuangan Purwakarta 1.774.030.370
. . . . . . . Tersedianya
Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji Penyediaan Gaji dan Tunjangan =
Tunjangan ASN Purwakarta dan Tunjangan ASN 14 Bulan 1.765.936.070 ASN Purwakarta Gajl_dan 14 Bulan 1.765.936.070
Tunjangan ASN
Tersedianya Jumlah
koordinasi dan Penyusunan Penyusunan 1 Tersedianya Penyusunan Laporan 1
Laporan Akhir Tahun SKPD Purwakarta Laporan Akhir dokumen 8.094.300 Akhir Tahun SKPD Purwakarta | dokumen yang dokumen 8.094.300
Tahun SKPD tersusun
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Daerah

Administrasi Umum Purwakarta 519.654.497 | Administrasi Umum Purwakarta 519.654.497
Tersedianya ngzdégg:
Penyediaan Komponen Penyediaan Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi Insta)flasi Listrik
Instalasi Listrik/Penerangan Purwakarta | Listrik dan 11 Bulan 46.498.000 | Listrik/Penerangan Bangunan Purwakarta dan Penerangan 11 Bulan 46.498.0000
Bangunan Badan Penerangan Badan 9
Bangunan Badan Bangunan
Badan
Peralatan Peraiatan dan
Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan 1 Penyediaan Peralatan dan 1
Perlengkapan Badan Purwakarta Perlengkapan Dokumen 29.998.600 Perlengkapan Badan Purwakarta gggl:zgkapan Dokumen 29.998.600
Badan Kesbangpol Kesbangpol
Tersedianya Bahan Tersedianyg .
Penyediaan Bahan Logistik Purwakarta Logistik Badan 6 Paket 129.763.897 | Penyediaan Bahan Logistik Purwakarta | Bahan Logistik 6 Paket 129.763.897
Badan
Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya Barang Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya
Purwakarta | Cetakan dan 12 Bulan 100.000.000 Purwakarta | Barang Cetakan | 12 Bulan 100.000.000
dan Penggandaan Penggandaan
Pengadaan dan Pengadaan
Terfasilitasinya "Iz'zgfiﬁtselllétasmya
Fasilitasi Kunjungan Tamu Purwakarta | Fasilitas Kunjungan 12 Bulan 43.509.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Purwakarta Kuniungan 12 Bulan 43.509.000
Tamu jung
Tamu
TerFasilitasinya
TerFasilitasinya Penyediaan
Penyediaan Rapat Koordinasi Penyediaan Rapat Penyediaan Rapat Koordinasi dan Rapat
dan Konsultasi SKPD Purwakarta Koordinasi dan 12 Bulan 119.885.000 Konsultasi SKPD Purwakarta Koordinasi dan 12 Bulan 119.885.000
Konsultasi SKPD Konsultasi
SKPD
1 Terfasilitasinya 1
Terfasilitasinya Dokumen Pelaksanaan Dokumen
Dukungan Pelaksanaan Pelaksanaan Sistem Dukungan Pelaksanaan Sistem Sistem
Sistem Pemerintahan Berbasis Purwakarta | Pemerintahan 50.000.000 | Pemerintahan Berbasis Elektronik Purwakarta | Pemerintahan 50.000.000
Elektronik Pada SKPD Berbasis Elektronik Pada SKPD Berbasis
Pada SKPD Elektronik Pada
SKPD
Administrasi Barang Milik
Daerah Pada Perangkat Purwakarta 6.323.400 Purwakarta 6.323.400
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Rekonsiliasi dan Penyusunan

Terlaksananya

Rekonsiliasi dan Penyusunan

Terlaksananya
Rekonsiliasi dan

Laporan Barang Milik Daerah Purwakarta Rekonsiliasi dan L 6.323.400 | Laporan Barang Milik Daerah Pada Purwakarta | Penyusunan L 6.323.400
Penyusunan Barang | dokumen - dokumen
Pada SKPD Miik Daerah SKPD Barang Miik
Daerah
Administrasi Kepegawaian
ini i i Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Purwakarta 125.374.300 g Purwakarta 125.374.300
Perangkat Daerah
Pendataan dan Pengelolaan Purwakarta Meningkatnya kualitas 5.219.300 Pendataan dan Pengelolaan Purwakarta Meningkatnya 5.219.300
IAdministrasi Kepegawaian kedisiplinan pegawai IAdministrasi Kepegawaian kualitas kedisiplinan
1 dokumen pegawai 1 dokumen
Pendidikan dan pelatihan Purwakarta Meningkatnya Kualitas 51.355.000 [Pendidikan dan pelatihan pegawai Purwakarta Meningkatnya 51.355.000
pegawai berdasarkan tugas dan kedisiplinan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Kualitas
fungsi 40 orang kedisiplinan 40 orang
pegawai
. Tersedianya
Tersgdlanya Pakaian Dinas
Pengadaan Pakaian Dinas Pakalan_Dmas 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pegawai 1
) Purwakarta | Pegawai 68.800.000 ’ Purwakarta 100.000.000
Beserta Artibut Kelengkapanya dokumen Artibut Kelengkapanya Kesbangpol dokumen
Kesbangpol Beserta Beserta
Perlengkapanya Perlengkapanya
Pengadaan Jasa Penunjang Purwakarta 329.426.700 Pengadaan Jasa Penunjang Urusan [Purwakarta 329.426.700
Urusan Pemerintahan daerah Pemerintahan daerah
Pe_ngadaan Peralatan dan Mesin Jumlah unit Pe_ngadaan Peralatan dan Mesin Jumlah unit
Lainnya Peral d . Lainnya Peral d i
Purwakarta eralatan dan 25 Unit 329.426.700 Purwakarta eralatan dan 25 Unit 329.426.700
lainnya yang lainnya yang
disediakan disediakan
. . Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah
Urusan Pemerintahan Purwakarta 727.217.764 Purwakarta 727.217.764
Daerah
. Tersedianya Jasa Tersedianya
'I\Dﬂe;r:]yicrilaatan Jasa Surat Purwakarta | Surat 1 Laporan 20.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Purwakarta ‘;Aajr? ﬁruell’tallr\llater é})kumen 20.000.000
Y Menyurat/Materai ai y
Tersedianya
Tersedianya Penyediaan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa
Sumber Daya Air dan Listrik Purwakarta Komunikasi,Sumber 12 Laporan 64.519.100 Sumber Daya Air dan Listrik Purwakarta Komunikasi,Sum 12 Laporan
daya Air dan Listrik ber daya Air dan 64.519.100

Listrik
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Penyediaan Jasa Pelayanan

Tersedianya Jasa

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Tersedianya
Jasa Pelayanan

Purwakarta | Pelayanan Umum 13 Bulan 642.698.664 Purwakarta 13 Bulan 642.698.664
Umum Badan Badan Umum Badan
Badan Kesbangpol
Kesbangpol
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Purwakarta 106.906.000 Purwakarta 106.906.000
Pemerintahan Daerah
) Purwakarta 26.900.000 . . Purwakarta 26.900.000
Penyediaan Jasa ) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, .
Pemeliharaan, Biaya Tersedianya Jasa Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Tersedianya
Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Operasional Jasa
Perizinan Kendaraan dan Perizinan 1 atau Lapangan Pemeliharaan, 1
Operasional atau Lapangan Kendaraan Dinas Dokumen Pajak dan Dokumen
Oprasional atau Perizinan
Lapangan Kendaraan
Dinas
Oprasional atau
Lapangan
Purwakarta . . . I Purwakarta . .
Pemeliharaan/Rehabilitasi Terlaksananya 30.040.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Terlaksananya 30.040.000
Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan
Pendukung Gedung Badan Sarana dan Pendukung Gedung Badan Sarana dan
Lainnya Prasarana 11 Bulan Lainnya Prasarana 11 Bulan
Pendukung Gedung Pendukung
Badan dan Gedung Badan
Bangunan Lainya dan Bangunan
Lainya
Terlaksananya gzxagisk?:g;);‘a
Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan 1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedun Gedung Badan 1
Gedung Badan Bangunan Purwakarta | Gedung Badan 49.966.000 . 9 Purwakarta 9 100.000.000
- Dokumen Badan Bangunan Lainya Kesangpol dan Dokumen
Lainya Kesangpol dan
. Bangunan
Bangunan Lainya )
Lainya
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BAB Il
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas untuk membantu
pemerintah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Adapun
Kebijakan yang diambil oleh Badan Kesbang dan Politik Kabupaten
Purwakarta guna mendukung program prioritas pemerintah dapat

dirumuskan sebagai berikut :

1) Meningkatkan peran forum/pokja dalam rangka deteksi dini dan

cegah dini.

2) Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela Negara kepada

masyarakat.
3) Mengoptimalkan pengawasan dan pemberdayaan ormas.

4) Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan
partai politik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik dapat dirumuskan tujuan yaitu: “Menciptakan
Keamanan dan kenyaman Lingkungan”, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta forum-forum dalam rangka deteksi dini,
2. Meningkatnya nilai-nilai wawasan kebangsaan masyarakat melalui

peningkatan kesadaran bela Negara.

3. Terciptanya kerukunan antar dan intra umat beragama dan pembauran
kebangsaan,

4. Optimalnya Pengawasan melalui pendataan sertapemberdayaan
ormas,
5. Meningkatnya pendidikan politik bagi masyarakat (Pemilih Pemula) dan

Partai politik

3.3. Program dan Kegiatan
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Tabel 3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA

Kode

Perangkat Daerah/bidang
urusan/ program /kegiatan

Indikator

Rencana Tahun 2023

Lokasi

Target Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan
Penting

Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2024

Target
Capaian
Kinerja

Pagu Indikatif

2

4

5 6

7

9 10

UNSUR PEMERINTAHAN
UMUM

KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

11.293.432.231

12.442.775.454

PROGRAM PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA
DAN KARAKTER
KEBANGSAAN

762.038.700

838.242.570

21 2,01

Perumusan Kebijakan
Teknis dan pemantapan
pelaksanaan Bidang
ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

762.038.700

838.242.570

2| 2,01

Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Kebangsaan,
Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan

terpenuhinya
peningkatan dan
pengembangan
wawasan
kebangsaan dan
pembaruan bangsa
bagi LMS, ORMAS,
Guru dan Pelajar

Kab.

Purwakarta,
Purwakarta,
Nagri Kaler

5

Dokumen

762.038.700

PENDAPATAN
ASLI DAERAH

5

Dokumen

838.242.570
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PROGRAM
PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK

5.202.176.300

5.722.393.930

2,01

Perumusan Kebijakan
Teknis Dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik

5.202.176.300

5.722.393.930

2,01

Pelaksanaan Kebijakan
Teknis Di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik
di Daerah

Tersedianya
pendidikan politik
bagi masyarakat,
pemilih pemula,
bimbingan bagi
pengurus partai

Kab.

Purwakarta,
Purwakarta,
Nagri Kaler

4
Dokumen

5.102.176.600

PENDAPATAN
ASLI DAERAH

4
Dokumen

5.612.394.260

38|Page




2,01

Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik
di Daerah

Tercapainya
stabilitas politik yang
aman dan kondusif

Kab.

Purwakarta,
Purwakarta,
Nagri Kaler

2
Dokumen

99.999.700

PENDAPATAN
ASLI DAERAH

2
Dokumen

109.999.670

PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

199.537.900

219.491.690

2,01

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

199.537.900

219.491.690

2,01

Pelaksanaan Kebijakan
dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

Pemberdayaan dan
pengawasan serta
terjalinnya koordinasi
antara lembaga dan
ORMAS/LSM

Kab.

Purwakarta,
Purwakarta,
Nagri Kaler

3
Dokumen

199.537.900

PENDAPATAN
ASLI DAERAH

3
Dokumen

219.491.690
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PROGRAM PEMBINAAN 394.590.700 434.049.770
s |1ls DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
Perumusan Kebijakan 394.590.700 434.049.770
Teknis Dan Pemantapan
8 | 1] 5] 2,01 Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial Dan Budaya
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ketahanan Persentase
Ekonomi, Sosial, Budaya pengetahuan Kab.
dan Fasilitasi Pencegahan | wawasan Purwakarta, 1 PENDAPATAN 1
81115 201 Penyalagunaan Narkotika, | kebangsaan dan Purwakarta, Kegiatan 95.289.900 ASLI DAERAH Kegiatan 104.818.890
Fasilitasi Kerukunan Umat | pengamanan hari- Nagri Kaler
Beragama dan Penghayat | hari tertentu
Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi, .
Evaluasi dan Pelaporan di E ualitas [r)]_ebngawasan
Bidang Ketahanan antuan hiba,
Ekonomi, Sosial, Budaya pembinaan Kab.
g masyarakat dalam Purwakarta, 3 PENDAPATAN 3
8115 201 dan Fasilitasi Pencegahan mengeliminasi Purwakarta, Dokumen 22.302.400 ASLI DAERAH Dokumen 24.532.640
Penyalagunaan Narkotika, | . . .
PSR intoleransi serta Nagri Kaler
Fasilitasi Kerukunan Umat
pemberantasan
Beragama dan Penghayat
. narkoba
Kepercayaan di Daerah
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Pelaksanaan Monitoring, ggaﬁgznaan
Evaluasi dan Pelaporan di Monitoring, Evaluasi
Efang Ke;ahe_mlaré d dan Pelap(’)ran dalam gab. Kart 3 3
onomi, Sosial, Budaya urwakarta, PENDAPATAN
81115 201 dan Fasilitasi Pencegahan izzcgaamigan Purwakarta, Dokumen 276.998.400 ASLI DAERAH Dokumen 304.698.240
Penyalagunaan Narkotika, Narlzotikg dan Nagri Kaler
Fasilitasi Kerukunan Umat S
Beragama dan Penghayat Fasislitasi Kerukunan
Umat Beragama
PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
816 PENINGKATAN
KUALITAS DAN 1.126.297.700 1.238.927.470
FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pelaksanaan
81116 201 E(;vazsn;%aar;n Nasional
dan Penanganan Konflik 1.126.297.700 1.238.927.470
Sosial
Pelaksanaan Koordinasi di Kualitas
Bidang Kewaspadaan Dini, lengoaraan
Kerjasama Intelijen, Een_ye engg
. egiatan dalam
Pemantauan Orang Asing, upaya menjaga
Tenaga Kerja Asing dan Komunikasi Kab.
8 | 1| 6| 2,01 Lembaga Asing, keamanan, Purwakarta, 4 99.511.000 | PENDAPATAN 4 109.462.100
Kewaspadaan Perbatasan ketertiban Purwakarta, Dokumen ASLI DAERAH Dokumen
Antar Negara, Fasilitasi pemerintahan dan Nagri Kaler
Kelembagaan Bidang masyarakat
Kewaspadaan, serta Kabupaten
gggi\:ﬁaﬂan Konflik di Purwakarta

41| Page




Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, kualitas tim
Pemantauan Orang Asing, | kewaspadaan dini
Tenaga Kerja Asing dan dan pencegahan, ESI?A’/akarta 5 PENDAPATAN 5
8 16| 2,01 Lembaga Asing, penanganan Purwakarta, Dokumen 530.997.000 ASLI DAERAH Dokumen 584.096.700
Kewaspadaan Perbatasan | terhadap ganguan .
o Nagri Kaler
Antar Negara, Fasilitasi keamanan dalam
Kelembagaan Bidang negeri
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah
Kualitas
Penyelenggaraan Kab.
Pelaksanaan Forum
e Pelaksanaan Forum | Purwakarta, 12 PENDAPATAN 12
8 16| 2,01 Koordinasi Pimpinan Koordinasi Pimpinan | Purwakarta, Kegiatan 495.789.500 ASLI DAERAH Kegiatan 545.368.450
Daerah Kabupaten/Kota .
Daerah Nagri Kaler
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG
s 1111 URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Perencanaan dan
8 [1|1]| 2,01 Evaluasi Kinerja 19.857.900 21.898.690
Perangkat Daerah
Tersedianya
Penyusuna Dokumen Penyusunan gﬁrt\)/\./akarta 2 PENDAPATAN 2
8 | 11| 2,01 Perencanaan Perangkat Dokumen Purwakarta, Dokumen 9.963.900 ASL| DAERAH Dokumen 10.960.290
Daerah Perencanaan Naari Kaler
Perangkat Daerah 9
Koordinasi dan kualitas kebutuhan
Kab. 1 PENDAPATAN 1
8 |11 2,01 Penyysungn Lgporan dokgmgn Igppran | Purwakarta, Dokumen 9.894.000 ASL| DAERAH Dokumen 10.938.400
Capaian Kinerja dan akhir kinerja instansi
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Ikhtisar Realisasi Kinerja pemerintah (LAKIP) Purwakarta,
SKPD yang dibutuhkan Nagri Kaler
8 |11 2,02 Administrasi Keuangan 1.774.030.370 1.851.433.407
Kab.
Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan | Purwakarta, PENDAPATAN
8 |11 2,02 Tunjangan ASN Tunjangan ASN Purwakarta, 14 Bulan 1.765.936.070 ASL| DAERAH 14 Bulan 1.842.529.677
Ciseureuh
koordinasi dan Tersedianya ESR/\./akarta 1 PENDAPATAN 1
8 |1|1]| 2,02 Penyusunan Laporan Akhir | Penyusunan Laporan ’ 8.094.300 8.903.730
Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD Purwgkarta, Dokumen ASLI DAERAH Dokumen
Nagri Kaler
8 [1|1] 2,06 Administrasi Umum 519.654.497 571.619.947
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen -Igzrns;eddlggr?lnstalasi Kab.
Instalasi I Purwakarta, PENDAPATAN
8111 206 Listrik/Penerangan Listrik dan Purwakarta, 11 Bulan 46.498.000 ASLI DAERAH 11 Bulan 51.147.800
Penerangan )
Bangunan Badan Nagri Kaler
Bangunan Badan
Tersedianya Kab.
Penyediaan Peralatan dan | Peralatan dan Purwakarta, 1 PENDAPATAN 1
8|11} 206 Perlengkapan Badan Perlengkapan Badan | Purwakarta, Dokumen 29.998.600 ASLI DAERAH Dokumen 32.998.460
Kesbangpol Nagri Kaler
Kab.
. ... | Tersedianya Bahan Purwakarta, PENDAPATAN
8 |1|1| 2,06 Penyediaan Bahan Logistik Logistik Badan Purwakarta, 11 Bulan 129.763.897 ASLI DAERAH 11 Bulan 142.740.287
Nagri Kaler
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. Kab.
. Tersedianya Barang
8 |1|1| 206 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Purwakarta, 12 Bulan 100.000.000 | ENDAPATAN 12 Bulan 110.000.000
Cetakan dan Penggandaan Purwakarta, ASLI DAERAH
Pengadaan .
Nagri Kaler
Kab.
Terlaksananya
8 1| 1| 2,06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitas Kunjungan Purwakarta, 12 Bulan 43.509.000 igﬁ%‘:ﬁgﬁu 12 Bulan 47.859.900
Tamu Purw_akarta,
Nagri Kaler
. Terfasilitasinya Kab.
Penyediaan Rapat )
8 | 1| 1| 2,06 | 9 | Koordinasi dan Konsultasi | "enyediaan Rapat | Purwakarta, 12 Bulan 119.885.000 | PENDAPATAN 12 Bulan 131.873.500
SKPD Koordinasi dan Purwakarta, ASLI DAERAH
Konsultasi SKPD Nagri Kaler
Dukungan Pelaksanaan -Igzlr;fsl[altna:gr]]ygistem Kab.
Sistem Pemerintahan . Purwakarta, PENDAPATAN
8 |1]1| 2,06 | 11 Berbasis Elektronik Pada Pemen_ntahan _ Purwakarta. 50.000.000 ASLI DAERAH 55.000.000
SKPD Berbasis Elektronik Nagri Kaler
Pada SKPD
Administrasi Barang
8 |1/1| 2,03 Milik Daerah Pada 6.323.400 6.955.740
Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Terlaksananya Kab.Purwakarta
Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan ' 11 PENDAPATAN 1
81111} 203 5 Barang Milik Daerah Pada | Penyusunan Barang Ell;rv;/ialéglr;ar\, Dokumen 6.323.400 ASLI DAERAH Dokumen 6.955.740
SKPD Miik Daerah 9
Administrasi
8 [1|1]| 2,05 Kepegawaian Perangkat 125.374.300 137.911.730
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas T_ersedianya P_akaian Kab.Purwakarta
. Dinas Pegawai ) 11 PENDAPATAN 1
8 | 1] 1| 2,05 2 | Beserta Artibut Purwakarta, 68.800.000 75.680.000
Kesbangpol Beserta . Dokumen ASLI DAERAH Dokumen
Kelengkapanya Nagri Kaler
Perlengkapannya
- . Meningkatnya
Pendidikan dan pelatihan . A Kab.Purwakarta,
8 | 1] 1| 2,05 3 | pegawai berdasarkan Kualltas.ked|5|pllnan Purwakarta, 40 Orang 51.355.000 PENDAPATAN 40 Orang 56.490.500
: Pegawai . ASLI DAERAH
tugas dan fungsi Nagri Kaler
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Meningkatnya
Pendataan dan . - Kab.Purwakarta,
8 | 1] 1| 2,05 | 4 | Pengelolaan Administrasi | Kualitas Kedisiplinan | o\ ooy orta) 1 Dokumen|  5.219.300 PENDAPATAN 1 Dokumen 5.741.230
. Pegawai . ASLI DAERAH
Kepegawaian Nagri Kaler
Pengadaan Jasa
8 |1(1]| 2,06 Penunjang Urusan 329.426.700 362.369.370
Pemerintahan Daerah
Jumlah Unit
Pengadaan Peralatan dan Kab.purwakarta,
. . Peralatan dan . . PENDAPATAN .
8 |1|1]| 2,06 1 Mesin Lainnya Lainnya yang purwakarta,nagri 25 Unit 329.426.700 ASLI DAERAH 25 Unit 362.369.370
N kaler
disediakan
Penyediaan Jasa
8 | 11| 2,08 Penunjang Urusan 727.217.700 799.939.470
Pemerintahan Daerah
. Tersedianya Jasa Kab.Purwakarta,
8 |1/ 1| 208 | 1 ,'\Dﬂeer;]yi‘:;a” Jasa Surat Surat Purwakarta, ét cumen 20.000.000 | FeNDAEATAN ét cumen 22.000.000
y Menyurat/Materai Nagri Kaler
. Tersedianya
Penyediaan Jasa . Kab.Purwakarta,
8 | 1| 1| 2,08 | 2 | Komunikasi, Sumber Daya | "enyediaan Jasa Purwakarta, 12 Bulan 64.519.100 igﬁ%:?g:ﬂ 12 Bulan 70.971.010
Air dan Listrik Komun;kasLSu'mper Nagri Kaler
daya Air dan Listrik
. Tersedianya Jasa Kab.Purwakarta
Penyediaan Jasa ' PENDAPATAN
8 |1|1| 2,8 4 Pelayanan Umum Badan Pelayanan Umum Purwakarta, 13 Bulan 642.698.664 ASLI DAERAH 13 Bulan 706.968.530
Badan Kesbangpol Nagri Kaler
Pemeliharaan Barang
8 | 1| 1| 2,00 Milik Daerah Penunjang 106.906.000 114.596.600
Urusan Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan Kab.Purwakarta, 1 PENDAPATAN 1
8 | 1] 1| 2,09 9 | Gedung Badan Bangunan | Gedung Badan Purwakarta, 26.900.000 29.590.000
. . Dokumen ASLI DAERAH Dokumen
Lainya Kesangpol dan Nagri Kaler
Bangunan Lainya
Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi gggﬁghsgian Kab.Purwakarta
8 [1|1| 200 | 11 | Saranadan Prasarana, Prasarana Purwakarta, 11 Bulan 30.040.000 | "ENDAPATAN 11 Bulan 30.044.000
Pendukung Gedung Badan Pendukuna Gedun Naari Kaler ASLI DAERAH
atau Bangunan Lainya 9 9 9
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Badan dan
Bangunan Lainya

2,09

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Oprasional atau Lapangan

Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Oprasional atau
Lapangan

Kab.Purwakarta,
Purwakarta,
Nagri Kaler

1
Dokumen

49.966.000

PENDAPATAN
ASLI DAERAH

1
Dokumen

54.962.600
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan rumusan program dan kegiatan beserta indicator

Kinerja dan pagu indikatif, yang disajikan dalam tabel 4.1, sebagai berikut :
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Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA

Kode

Perangkat Daerah/bidang
urusan/ program /kegiatan

Indikator

Rencana Tahun 2022

Lokasi

Target

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan
Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2023

Target
Capaian
Kinerja

Pagu Indikatif

5

6

7

9

10

UNSUR
PEMERINTAHAN UMUM

KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

11.293.432.231

12.442.775.454

PROGRAM
PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN
KARAKTER
KEBANGSAAN

762.038.700

838.242.570

812 201

Perumusan Kebijakan
Teknis dan pemantapan
pelaksanaan Bidang
ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

762.038.700

838.242.570
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8/ 12| 2,01

Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Kebangsaan, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan

terpenuhinya
peningkatan dan
pengembangan
wawasan
kebangsaan dan
pembaruan bangsa
bagi LMS, ORMAS,
Guru dan Pelajar

Kab.

Purwakarta,
Purwakarta,
Nagri Kaler

Dokumen

762.038.70

PENDAPATAN
ASLI DAERAH

Dokumen

838.242.570

PROGRAM
PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK

5.202.176.300

5.722.393.930

8/ 1| 3|201

Perumusan Kebijakan
Teknis Dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik

5.202.176.300

5.722.393.930
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2,01

Pelaksanaan Kebijakan
Teknis Di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

Tersedianya
pendidikan politik
bagi masyarakat,
pemilih pemula,
bimbingan bagi
pengurus partai

Kab.

Purwakarta,
Purwakarta,
Nagri Kaler

4
Dokumen

5.102.176.600

PENDAPATAN
ASLI DAERAH

4
Dokumen

5.612.394.260

2,01

Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

Tercapainya
stabilitas politik yang
aman dan kondusif

Kab.

Purwakarta,
Purwakarta,
Nagri Kaler

2
Dokumen

99.999.700

PENDAPATAN
ASLI DAERAH

2
Dokumen

109.999.670

PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

199.537.900

199.537.900

2,01

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan

199.537.900

199.537.900
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Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

2,01

Pelaksanaan Kebijakan
dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

Pemberdayaan dan
pengawasan serta
terjalinnya koordinasi
antara lembaga dan
ORMAS/LSM

Kab.

Purwakarta,
Purwakarta,
Nagri Kaler

3
Dokumen

199.537.900

PENDAPATAN
ASLI DAERAH

3
Dokumen

199.537.900

PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

394.590.700

434.049.770

2,01

Perumusan Kebijakan
Teknis Dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial Dan Budaya

394.590.700

434.049.770

2,01

Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Persentase
pengetahuan
wawasan
kebangsaan dan
pengamanan hari-
hari tertentu

Kab.

Purwakarta,
Purwakarta,
Nagri Kaler

1
Kegiatan

95.289.900

PENDAPATAN
ASLI DAERAH

1
Kegiatan

104.818.890
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Pelaksanaan Koordinasi,
Evaluasi dan Pelaporan di Kuali
Bidang Ketahanan ualitas pengawasan
Ekonomi, Sosial, Budaya bantufan hiba,
dan Fasiltasi pembinaan Kab. 22.302.400 | PENDAPATAN 3 24.532.640
sl 15| 201 Pencegahan masyar_akgt dqlam Purwakarta, 3 ASLI DAERAH Dokumen
' Penyalagunaan _mengellm!na3| Purwgkarta, Dokumen
Narkotika. Easilitasi intoleransi serta Nagri Kaler
Kerukuna’n Umat pemberantasan
narkoba
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Kualitas
Evaluasi dan Pelaporan di Pelaksanaan
Ei?oinogm}i(eé?)g?aﬂagudaya Monitoring, Evaluasi Kab
sl 15| 201 dan Fasilitasi giﬂciﬂiﬁgﬁa” dalam | o ryakarta, | 3 276.998.400 | o\ PRI 3Dokumen 304.698.240
Pencegahan Purwakarta, Dokumen
Penyalagunaan Penyeliagunaan Nagri Kaler
) e Narkotika dan
E::Eﬁﬂﬁzh':&ﬂgttas' Fasislitasi Kerukunan
Beragama dan Penghayat Umat Beragama
PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
8/ 1|6 PENINGKATAN 1.126.297.700 1.138.927.470
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pelaksanaan
8 1| 6| 2,01 EvaVZQEZ%aagn Nasional 1.126.297.700 1.138.927.470
dan Penanganan Konflik
Sosial
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Pelaksanaan Koordinasi Kualitas
di Bidang Kewaspadaan penyelenggaraan
Dini, Kerjasama Intelijen, kegiatan dalam
Pemantauan Orang .
. ; upaya menjaga
As!ng, Tenaga Kerja komunikasi, Kab.
8l 1] 6| 2,01 Asing dan Lembaga keamanan, Purwakarta, | 4 99.511.000 | ENDAPATAN 4 109.462.100
Asing, Kewaspadaan ketertiban Purwakarta, Dokumen ASLI DAERAH Dokumen
Perbatasan Antar Negara, pemerintahan dan Nagri Kaler
Fasilitasi Kelembagaan masyarakat
Bidang Kewaspadaan, Kabupaten
serta Penanganan Konflik P
di Daerah urwakarta
Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Intelijen, | kualitas tim
Pemantauan Orang kewaspadaan dini Kab
Asing, Tenaga Kerja dan pencegahan, PurWakarta 2 PENDAPATAN 2
8/ 1/6| 201 As!ng dan Lembaga penanganan Purwakarta, Dokumen 530.997.000 ASLI DAERAH Dokumen 584.096.700
Asing, Kewaspadaan terhadap ganguan Nagri Kaler
Perbatasan Antar Negara, | keamanan dalam
Fasilitasi Kelembagaan negeri
Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik
di Daerah
Kualitas
Penyelenggaraan Kab.
Pelaksanaan Forum
L Pelaksanaan Forum | Purwakarta, 12 PENDAPATAN 12
8116 201 ggggwélgbﬁ;?;[g?&ota Koordinasi Pimpinan | Purwakarta, Kegiatan 495.789.500 ASLI DAERAH Kegiatan 545.368.450
Daerah Nagri Kaler
Kabupaten/Kota
sl 1] 1 PROGRAM
PENUNJANG URUSAN 9.840.404.922 10.824.445.414
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PEMERINTAHAN
DAERAH
Perencanaan dan
8/ 1| 1| 2,01 Evaluasi Kinerja 19.907.900 21.898.690
Perangkat Daerah
Tersedianya
Penyusuna Dokumen Penyusunan gﬁrt\)/\./akarta 2 PENDAPATAN 2
8/ 1/1| 2,01 Perencanaan Perangkat Dokumen Purwakarta, Dokumen 9.963.900 ASLI DAERAH Dokumen 10.960.290
Daerah Perencanaan Naari Kaler
Perangkat Daerah 9
Koordinasi dan kualitas kebutuhan Kab
8 1] 1) 201 | 6 | Copaian Kmenadan | akhir Kmeria mstansi | PUmekare, | 1 OO0 | PENDARATAN L 10550480
' palan ®inerja dan Irxinena | ' | Purwakarta, | Dokumen ASLI DAERAH Dokumen
Ikhtisar Realisasi Kinerja pemerintah (LAKIP) Naari Kaler
SKPD yang dibutuhkan 9
8/ 1]1| 2,02 Administrasi Keuangan 1.774.030.370 1.851.433.407
Kab.
Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan | Purwakarta, PENDAPATAN
8/ 1| 1| 2,02 Tunjangan ASN Tunjangan ASN Purwakarta. 14 Bulan 1.765.936.070 ASL| DAERAH 14 Bulan 1.842.529.677
Ciseureuh
koordinasi dan Tersedianya gﬁr?/\./akarta 1 PENDAPATAN 1
81| 1| 2,02 Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Purwakarta, Dokumen 8.094.300 ASLI DAERAH Dokumen 8.903.730
Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD Nagri Kaler,
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8/ 1] 1| 2,06 Administrasi Umum 600.000.000 660.000.000
Perangkat Daerah
Penyediaan lgrnsfedégg: Instalasi Kab.
Komponen Instalasi o Purwakarta, PENDAPATAN
8| 1| 1| 2,06 1 Listrik/Penerangan I;:tnrg(r;r?nan Purwakarta, 11 Bulan 46.498.000 | » o/ | DAERAH 11 Bulan 51.147.800
Bangunan Badan 9 Nagri Kaler
Bangunan Badan
Tersedianya Kab.
Penyediaan Peralatan Peralatan dan Purwakarta, 1 PENDAPATAN 1
8111} 2,06 2 dan Perlengkapan Badan | Perlengkapan Badan | Purwakarta, Dokumen 29.998.600 ASLI DAERAH Dokumen 32.998.460
Kesbangpol Nagri Kaler
Kab.
. ... | Tersedianya Bahan Purwakarta, PENDAPATAN
8| 1| 1| 2,06 4 | Penyediaan Bahan Logistik Logistik Badan Purwakarta. 11 Bulan 129.763.897 ASLI DAERAH 11 Bulan 142.740.287
Nagri Kaler
Penyediaan Barang Tersedianya Barang gSRA‘/akarta PENDAPATAN
8| 1| 1| 2,06 5 Cetakan dan Cetakan dan Purwakarta, 12 Bulan 100.000.000 ASLI DAERAH 12 Bulan 110.000.000
Pengadaan ;
Penggandaan Nagri Kaler
Terlaksananya gSrt\)/\./akarta PENDAPATAN
8| 1|1| 2,06 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitas Kunjungan ' 12 Bulan 43.509.000 S 12 Bulan 47.859.900
Tamu Purwgkarta, ASLI DAERAH
Nagri Kaler
Penyediaan Rapat Terfasili_tasinya Kab.
8| 1] 1| 206 | 9 | Koordinasi dan Penyediaan Rapat | Purwakarta, | ;, g1, 110.885.000 | b ENPAPATAN 12 Bulan 131.873.500
Konsultasi SKPD Koordlnas_l dan Purwgkarta,
Konsultasi SKPD Nagri Kaler
Dukungan Pelaksanaan lg{;isslgfas;ﬁygistem Kab.
Sistem Pemerintahan . Purwakarta, PENDAPATAN
811 1] 206 | 11 Berbasis Elektronik Pada Pemerl_ntahan . Purwakarta, 50.000.000 ASLI DAERAH 55.000.000
SKPD Berbasis Elektronik Naari Kaler
Pada SKPD 9
Administrasi
8| 1|1| 2,03 Barang Milik Daerah 6.323.400 6.955.740
Pada Perangkat
Daerah
Rekonsiliasi dan Terlaksananya Kab Purwaka
sl 111! 203 5 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan fta ' 1 6.323.400 PENDAPATAN 1 6.955.740
' Barang Milik Daerah Penyusunan Barang Pu,rwakarta Dokumen e ASLI DAERAH Dokumen R
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Pada SKPD Miik Daerah Nagri Kaler
Administrasi
8| 11| 2,05 Kepegawaian 125.374.300 137.911.730
Perangkat Daerah
: Tersedianya Pakaian
Pengadaan Pakaian . ; Kab.Purwaka
8| 1] 1] 2,05 Dinas Beserta Artibut nas pegaral o | e, éokumen 68.800.000 | FENDAPATAN éokumen 75.680.000
Kelengkapanya Perlen Ez annva Purwakarta,
gapanny Nagri Kaler
Pendidikan dan pelatihan Ii\{ljzrlli{ggkl?etgiys?plinan Kab.Purwaka
8|1/ 1| 205 pegawai berdasarkan - rta, 40 Oran 51.355.000 | CNDAPATANASLI 40 Oran 56.490.500
tugas dan fungsi Pegawal Purwakarta, 9 DAERAH 9
Nagri Kaler
Pendataan dan wfglli?a?sk?gggiplinan Kab.Purwaka
81| 1| 2,05 Pengelolaan Administrasi Pegawai rta, 1 Dokumen 5.219.300 PENDS:S;I’QH ASLI 1 Dokumen 5.741.230
Kepegawaian Purwakarta,
Nagri Kaler
Pengadaan Jasa
8 1 1 2,06 Penunjang Urusan 329426700 362369370
Pemerintahan Daerah
Jumlah Unit
Pengadaan Peralatan Kab.purwaka
. . Peralatan dan . PENDAPATAN .
8|11 2,06 dan Mesin Lainnya Lainnya yang rta,puryvakart 25 Unit 329.426.700 ASL| DAERAH 25 Unit 362.369.370
N a,nagri kaler
disediakan
Penyediaan Jasa
8| 11| 2,08 Penunjang Urusan 727.217.764 799.939.562
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Tersedianya Jasa Kab.Purwaka 11 PENDAPATAN 11
8| 1|1| 2,08 Surat rta, 20.000.000 22.000.000
Menyurat . Dokumen ASLI DAERAH Dokumen
Menyurat/Materai Purwakarta,
Nagri Kaler
. Tersedianya
Penyediaan Jasa . Kab.Purwaka
8| 1| 1| 2,08 Komunikasi, Sumber Pe”ye‘]!'lf‘ar.‘ Jasa rta, 12 Bulan 64.519.100 | FENDAPATAN 12 Bulan 70.971.010
Daya Air dan Listrik Komuni asLSu_mber Purwakarta
daya Air dan Listrik : '
Nagri Kaler
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. Tersedianya Jasa Kab.Purwaka
Penyediaan Jasa PENDAPATAN
81| 1| 2,8 4 Pelayanan Umum Badan Pelayanan Umum ra, 13 Bulan 642.698.664 ASL| DAERAH 13 Bulan 706.968.530
Badan Kesbangpol Purwakarta,
Nagri Kaler
Pemeliharaan Barang
8| 1] 1| 2,09 Milik Daerah Penunjang 106.906.000 114.596.600
Urusan Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya
. . Pemeliharaan Kab.Purwaka
Pemeliharaan/Rehabilitas 1 PENDAPATAN 1
8| 1|1 2,09 9 i Gedung Badan Gedung Bla((jjan rta, ’ Dokumen 26.900.000 ASL| DAERAH Dokumen 29.590.000
Bangunan Lainya Kesangpo an Purwa arta,
Bangunan Lainya Nagri Kaler
Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Sarana dan Kab.Purwaka PENDAPATAN
8| 1{1| 2,09 | 11 ' Prasarana rta, 11 Bulan 30.040.000 11 Bulan 30.044.000
Pendukung Gedung Badan K ASLI DAERAH
atau Bangunan Lainya Pendukung Gedung Purw_a arta,
Badan dan Nagri Kaler
Bangunan Lainya
. Tersedianya Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak
Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan’ ! Kab.Purwaka 1 PENDAPATAN 1
8| 11| 2,09 2 | Pemeliharaan, Pajak, dan . rta, 49.966.000 54.962.600
. Kendaraan Dinas Dokumen ASLI DAERAH Dokumen
Perizinan Kendaraan Oorasional atau Purwakarta,
Dinas Oprasional atau L P Nagri Kaler
apangan
Lapangan
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BABV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten
Purwakarta Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan pada
RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 — 2023, RENSTRA OPD 2018 - 2023
dan disesuaikan pula dengan kemampuan dukungan sumber daya dan dukungan
dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan dengan
baik untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan
akuntabilitas kinerja. Demikian RENJA 2023 disusun serta dapat bermanfaat dan
berguna uptuk kepentingan pembangunan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023

yang akan dicapai nantinya.

Kepala Badan Kesatuan Bgrigsa dan Politik
Kabupaten karta

Dr.Hi. NUR AISAH S.Ag.M.Pd
NIP. 19740525 200801 2 002
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